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Antisipasi Arus Mudik, Diberlakukan Buka Tutup U-turn
SLEMAN (KR) - Wila-

yah Prambanan di per-

batasan Sleman dan

Klaten, berpotensi menjadi

salah satu titik kemacetan

selama arus mudik

Lebaran.  Mengantisipasi

hal itu, Polresta Sleman

telah menyiapkan manaje-

men arus lalu lintas.

Kasat Lantas Polresta

Sleman AKP Gunawan

Setiyabudi menjelaskan,

saat mudik Lebaran tahun

ini, tol di Klaten Jateng

akan difungsikan. 

Keberadaan tol itu, secara

otomatis akan memper-

cepat jarak tempuh dari

Klaten menuju wilayah

Prambanan Sleman.  

”Adanya tol itu akan

mempercepat waktu tiba

dari Klaten ke Prambanan

sekitar 30 menit, karena itu

kita akan melakukan ma-

najemen lalu lintas,” jelas-

nya, Kamis (13/4).

Tahun ini Polresta Sle-

man tidak akan mengalih-

kan arus dari timur

(Klaten) menuju ke selatan

(arah Prambanan-Piyung-

an).  Mengingat informasi

yang didapatkan, selama

arus mudik Lebaran akan

ada penambahan gerbong

kereta api. Sehingga rata-

rata setiap 5 menit sekali,

akan ada kereta yang lewat

yang berdampak ditutup-

nya perlintasan kereta api. 

Untuk mengantisipasi ke-

macetan dari arah timur

(Klaten) menuju Yogya,

akan dilakukan dengan

cara menutup u-turn atau

jalan putar balik.

”Kami tidak akan me-

laksanakan penyesuaian

yang masuk Yogya diarah-

kan ke kiri, namun akan ka-

mi tarik ke barat (masuk

Kota Yogya). Kemudian un-

tuk menghindari perlam-

batan arus, secara situasi-

onal kami akan menutup u-

turn Kanisius. Dengan de-

mikian akan memperlancar

arus lalu lintas ke arah Yog-

ya,” terangnya. (Ayu)-f

PMI Sleman Peroleh WTP 8 Kali
SLEMAN (KR) -  Pe-

ngelolaan keuangan dan

aset Palang Merah Indo-

nesia (PMI) Kabupaten

Sleman kembali memper-

oleh predikat opini Wajar

Tanpa Pengecualian

(WTP) dari salah satu

Kantor Akuntan Publik.

Dengan demikian sampai

saat ini, PMI Sleman su-

dah 8 kali berturut-turut

meraih predikat WTP.

”Bahkan dari pemerik-

saan kami, WTP yang di-

raih PMI Sleman tahun

anggaran 2022 lalu de-

ngan grade tertinggi atau

tanpa catatan. Buku la-

poran hasil penilaian

tersebut sudah saya ser-

ahkan ke PMI Sleman,”

kata auditor Akuntan

Publik Inaresjz Kemala-

warta.

Sementara Ketua PMI

Sleman Dr dr Sunartono

MKes, Kamis (13/4) me-

ngatakan, meski PMI itu

merupakan lembaga so-

sial, namun audit pengelo-

laan keuangannya dinilai

sangat perlu. Sebab, dana

yang dikelola PMI Sleman

sebagian besar memang

berasal dari masyarakat.

Antara lain perolehan dari

aksi Bulan Dana, serta

bantuan dari berbagai pi-

hak yang tidak mengikat.  

”Baik dana yang diper-

gunakan untuk operasio-

nal maupun untuk biaya

lainnya, sebagian besar

berasal dari masyarakat.

Sehingga pengurus PMI

Sleman memiliki tang-

gung jawab  moral untuk

mempertanggungjawab-

kan ke publik,” kata

Sunartono yang juga man-

tan Sekda Sleman terse-

but. (Has)-f
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Sunartono memperlihatkan hasil audit laporan ke-

uangan PMI Sleman.

KINERJA KOMISI D DPRD KABUPATEN SLEMAN

Usulkan Persentase Jalur Afirmasi Ditambah

SLEMAN (KR) - Dalam
rangka mewujudkan hak
yang sama terkait akses
dan mutu pendidikan kepa-
da siswa kurang mampu,
pemerintah telah membuat
kebijakan jalur afirmasi
dalam Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB). Namun
ternyata saat ini, masih
banyak siswa tidak mampu
sekolah swasta. Untuk itu,
Komisi D DPRD  Sleman
akan mengusulkan agar
persentase jalur afirmasi di-

tambah. 
Wakil Ketua Komisi D

DPRD Sleman Muh
Zuhdan SPd MAP menga-
takan, berdasarkan data di
lapangan, sekarang ini
masih banyak siswa kurang
mampu tidak sekolah di
negeri. Sehingga siswa ku-
rang mampu sekolah di
swasta. Padahal pemerin-
tah telah membuat kebi-
jakan jalur afirmasi bagi
siswa kurang mampu untuk
masuk di sekolah negeri. 

ÓKami masih menemu-
kan siswa kurang mampu
sekolah di swasta. Ketika
mereka sekolah di swasta,
otomatis masih ada biaya
yang dikeluarkan. Berbeda
kalau sekolah negeri, su-
dah tidak ada biaya lagi,Ó
kata Zuhdan, Kamis (13/4). 

Dikatakan, alasan tidak
sekolah negeri, ada yang
memang tidak diterima
karena kuota jalur afirmasi
sudah penuh. Untuk itu, pi-
haknya akan mengusulkan
persentase jalur afirmasi di

Kabupaten Sleman ditam-
bah lagi. ÓNanti kami akan
komunikasikan dengan ek-
sekutif supaya persentase
ditambah. Tujuannya su-
paya semua siswa kurang
mampu dapat sekolah di
negeri,Ó terang anggota
Fraksi PKS ini. 

Sementara jika ada siswa
kurang mampu sekolah di
swasta dan membutuhkan
biaya, pemerintah mempu-
nyai program Jaring

Pengaman Sosial (JPS).
Dimana program JPS ini
dapat untuk membiayai
pendidikan yang nilainya
mencapai jutaan rupiah.
ÓBagi masyarakat kurang
mampu yang kesulitan
membayar SPP, bisa me-
ngajukan JPS. Bahkan pro-
gram ini tidak hanya ter-
batas Rp 750.000 atau Rp
1 juta per tahun. Tapi jum-
lahnya bisa lebih dari itu,Ó
ujar Zuhdan. 

Menurut Zuhdan, pro-
gram JPS masih kurang
tersosialisasi di masyara-
kat. Mengingat masih ba-
nyak masyarakat yang ti-
dak mengetahui program
tersebut. Bahkan tidak ha-
nya sebatas warga Sleman
yang sekolah di Sleman,
namun bisa warga Sleman
yang sekolah di luar Sle-
man. ÓProgram ini ternyata
banyak yang belum tahu.
Makanya ini perlu disosial-

isasikan ke masyarakat su-
paya penyerapan anggaran
JPS bisa maksimal,Ó ucap
warga Rewulu Wetan
Sidokarto Godean ini. 

Sekretaris Komisi D
DPRD Kabupaten Sleman
Banudoyo Manggolo SKom
membenarkan, program
JPS ini memang belum
banyak diketahui oleh ma-
syarakat. Bahkan beberapa
waktu yang lalu, dirinya per-
nah di undang menjadi
narasumber di SMP wila-
yah Pakem untuk diminta
menjelaskan program JPS. 

ÓTernyata benar, masih
banyak yang belum me-
ngetahui program JPS.
Dan ternyata program ini
disambut positif masyara-
kat. Artinya ini perlu dis-
osialisasikan ke masyara-
kat secara masif,Ó katanya. 

Untuk sektor pendidikan,
program JPS ini dapat digu-
nakan membayar tung-
gakan SPP, ijazah ditahan
dan biaya kuliah. Tak hanya
itu, JPS juga bisa untuk

mengakses alat bantu ke-
sehatan seperti kursi roda,
alat bantu dengar, biaya
pengobatan dan lainnya. 

ÓUntuk proses pencairan-
nya, kami berharap lebih
dipercepat lagi. Karena ada
beberapa pengajuan JPS
yang pencairannya bisa
berbulan-bulan. Kami ber-
harap ini perlu dievaluasi
karena sangat dibutuhkan
masyarakat,Ó pinta anggota
Fraksi Golkar ini. 

(Sni)
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Komisi D saat melakukan kunjungan kerja di daerah lain. 
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